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S v Pasal 90

dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan unsur pe Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 91

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Sosial, terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
d. Bidang Perlindungan Anak;

e. Bidang Sosial;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat.......

.

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




Dipindal dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




(3)Dalammelaksanakanmgaesebagaimanadhnaksudpadaayat(2)3idans

 teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijaka

© dan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelap
dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta p
dan pengaduan bagi perempuan dan anak.

Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumu
kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelembagaan PUG
bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuarn,
serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;

: . x di bi

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebgakan. ; .ﬁang

pengarusutamaan gender (PUG), pelembagaan PUG bidang politik dan

hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan
dan pengaduan bagi perempuan dan anak;

: 2 di bidang

c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi keblj.akan .
pengarusutamaan gender (PUG), pelembagaan PUG bidang politik dan
hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pelayanan
dan pengaduan bagi perempuan dan anak;

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan keb'ij:?.kan, serta
penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelembagaan PUG
bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan,
serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;

e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelembagaan PUG bidang politik
dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta
pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan
teknis di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelembagaan PUG
bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan,
serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak;

g. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK) di bidang pengarusutamaan gender (PUG), pelembagaan PUG
bidang politik dan hukum, kualitas hidup dan perlindungan perempuan,
serta pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan dan anak dalam mewujudkan kesetaraan
gender dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
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(1) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pelembagaan PUG Bidang Politik
dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

(2) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pelembagaan PUG Bidang_ Politik
dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebpakan
dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender
dan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum.

Pasal 100

(1) Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan.

(2) Seksi Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK,
penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Pasal 101

(1) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf ¢ dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan.

(2) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan
NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak.
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perlindungan tindak
hukum

perundang-undangan;

lembaga penyedia
kesejahteraan dan
hukum, sosial dan

i. pelaksanaan fungsi lain

g penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan
v:(NSPK) di bidang kesejahteraan anak dan perlindungan .
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
kekerasan terhadap anak serta penanganan
dan sosial anak berdasarkan ketentuan peraturan

; i3

layanan perlindungan anak dalam mewujudkan
partisipasi anak serta penanganan pe
tindak kekerasan terhadapa anak;

bidang tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindun
dalam Pasal 91 ayat (4) huruf a dipimpin

Pasal 103

yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan

gan Anak sebagaimana dimaksud
oleh Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak.

(2) Seksi Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tu
kebijakan, pelaksanaan kebij
penyiapan bahan pembinaan, pem
serta pelaksanaan pemantauan,

gas melakukan penyiapan bahan perumusan
akan dan koordinasi, penyusunan NSPK,
berian bimbingan teknis dan supervisi,

evaluasi dan pelaporan di bidang

kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

(1) Seksi Tindak Kekerasan Anak, H

Pasal 104

dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf b
berada di bawah dan Dbertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Perlindungan Anak.

(2) Seksi Tindak Kekerasan Anak, Hak Sip
(1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan

dimaksud pada ayat

NSPK, penyiapan bahan pe
supervisi, serta pelaksanaan

ak Sipil dan Partisipasi sebagaimana

dipimpin oleh Kepala Seksi yang

il dan Partisipasi sebagaimana

mbinaan, pemberian bimbingan teknis dan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di

bidang tindak kekerasan anak, hak sipil dan partisipasi.

Pasal 105

(1) Seksi Masalah Hukum dan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (4) buruf ¢ dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala B

idang Perlindungan Anak.

(2) Seksi Masalah........
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Paragraf Kedelapan
Bidang Sosial

Pasal 106

) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung j
kepada Kepala Dinas.

Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis, serta
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan
perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, pengelolaan sumber
dana sosial dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang
Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan ka_uan
kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabihfcas1.dan
bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan
sosial;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pelayanan
dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial, dan
pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;

c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan sosial,
dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta
penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan
bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan

sosial;

e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan bimbingan

sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial;

f. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan
teknis di bidang pelayanan dan perlindungan sosial, rehabilitasi dan
bimbingan sosial, dan pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan
sosial;
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) Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (5) huruf a dipimpin oleh Kepala Scksi yang berada di be
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial. ‘

Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan 'kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan
 bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, i
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan
perlindungan sosial.

Pasal 108

sebagaimana dimaksud dalam

(1) Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial
berada di bawah

Pasal 91 ayat (5) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial.

(2) Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan
bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pelaksanaan pemantauarn, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi

dan bimbingan sosial.
Pasal 109

(1) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) huruf ¢ dipimpin oleh Kemh Se!gsi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial.

(2) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial §ebagaxmana

dimaksud pada ayat {1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koprdapasx, penyusunan
NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bu'nbmgan teknis dan
supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, eyaluam _dan pelaporan di
bidang pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial.

Bagian Keenam.......
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